PIMPINAN DPRD KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KATINGAN,

. bahwa pada Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan II Tahun

Sidang 2026 tanggal 30 Maret 2026, Bupati Katingan telah
melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Daerah yaitu
menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Katingan Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;

. bahwa sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan
secara internal telah membahas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Katingan Tahun Anggaran 2025;

. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada

huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten
Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);




. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6187);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan

.dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Katingan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 1}

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KATINGAN TENTANG REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

: Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada

Bupati Katingan yang telah melaksanakan kewajiban selaku Kepala
Daerah yaitu dengan menyampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Katingan Tahun Anggaran 2025 kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan pada Rapat
Paripurna Ke-8 Masa Persidangan Il Tahun Sidang 2026 tanggal 30
Maret 2026.

: Menyampaikan rekomendasi berupa catatan, saran, masukan dan/

atau koreksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Katingan Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Katingan
untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan,
sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

: Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Katingan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinva.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 21 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,
KETUA
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